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KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor :

TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

TAHUN 2023

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemerintah dan

pembangunan serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan pembangunan Tahun
2023, maka perlu disusun Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Badan Riset dan
Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023;

. bahwa RENJA Perubahan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Tahun 2023 memuat program/kegiatan dari sumber dana Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Perubahan (APBD-P);

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b

perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah tentang Rencana Kerja Perubahan Badan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4421);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan
Pembangunan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21
Tambahan T.embaran Negara Rl Nomor 4817);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tatacara Perubahan
RPJPD, RPJMD dan RKPD;

. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2021-2026;

. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.



MENETAPKAN

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN

Rencana Kerja Perubahan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini

Rencana Kerja Perubahan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2023, mencakup Perencanaan dan Penganggaran Program dan Kegiatan.

Rencana Kerja Perubahan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran
Perubahan (RKA-P) Tahun 2023

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal




KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa
karena atas rahmat dan taufig-Nya semata sehingga “Rencana Kerja
Perubahan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sulawesi
Tengah* Tahun 2023 ini dapat disusun.

Penyusunan Renja Perubahan BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah akan
menjadi pedoman datam penyusunan program dan kegiatan serta dijadikan

rujukan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2023.

Tujuan penyusunan Renja Perubahan BRIDA Provinsi Sulawesi
Tengah adalah menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah; memuat program dan kegiatan beserta
proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 yang mengacu pada
Renstra dan RKPD; serta sebagai masukan dan evaluasi dalam
mengendalikan dan memutuskan kebijaksanaan pembangunan pada masa-
masa yang akan datang.

Kiranya penyusunan dokumen ini dapat menjadi acuan manajemen
kinerja yang lebih baik serta kerja keras oleh seluruh jajaran pegawai BRIDA

Provinsi Sulawesi Tengah.
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RENJA BRIDA Perubahan Tahun 2023

BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Perubahan adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan untuk
dirubah dikarenakan perlunya dilakukan perubahan seiring dengan kondisi wilayah
atau perubahan kebijakan pusat/daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 Pasal 343 Ayat (1) menyebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat
Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam
tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan,
meliputi : 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan
daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan
kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau 2) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran
lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan Renja OPD harus menyesuaikan dengan dokumen Perubahan RKPD
menjadi dokumen Perubahan Renja OPD. Perubahan Renja OPD juga harus
menyesuaikan dengan Renstra OPD. Selanjutnya Renja Perubahan OPD dijadikan
pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (KUA-P) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P),
Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) OPD yang kemudian menjadi
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan APBD
Perubahan (APBD-P).

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat | Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat | Sulawesi Tenggara dengan
mengubah Undang—Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat | Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat | Sulawesi Selatan-
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Un
dang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
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BAB |
RENJA Perubahan Tahun 2023

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik iIndonesia Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tatacara
Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Nomor 141).

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

Maksud Dan Tujuan

Maksud

1. Pedoman pelaksanaan pelayanan perangkat daerah;

2. Pedoman pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;

3. Pedoman penyusunan rencana anggaran perangkat daerah



1.4.

RENJA Perubahan Tahun 2023

e

sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RPJMD
Provinsi Sulawesi Tengah dan turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran
pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

Sistematika Penyusunan
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BABI i iR
RENJA Perubahan Tahun 2023

BAB II
EVALUASI RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2023

Evaluasi dilaksanakan sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja
instansi pemerintah guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target,
telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan.
Selanjutnya evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk

mengatasi faKtor-faktor penyebab tersebut.

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja BRIDA Sampai Dengan Triwulan Il (Tahun
Berjalan/2023).

Evaluasi hasil pelaksaaan Renja sampai dengan Triwulan Il tahun 2023

sebagaimana tabel berikut :




RENJA P

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD Tahun Berjalan sampai dengan Triwulan I
Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Target Kinerja Realisasi Capaian
Capaian Program Program dan
Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja dan Kegiatan Kegiatan
Kode Program (Outcomes) dan Kegiatan (Renja Tahun 2023) | s.d Triwulan I
(Output) (s.d JUni Tahun
2023)
1 2 3 4 5
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5|05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5|05 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi B
505 01 1 o1 ;:r;::anaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Nilai Sakip Perangkat Daerah B B
5105|011/ 01| 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan 1 dok -
5105|011 01! 02| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah dokumen RKA 2 dok 1 dok
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah lap.capaian kinerja dan ikhtisar
“5 05 01 1) 0106 Realisasi Kinerja SKPD realisasi kinerja 2lap 1lap
5105 01 |1 01 01| EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan evaluasi kinerja 1lap 1lap
5§ 05,01 1 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Realisasi Anggaran 100 % 50 %
505 01| 1] 02 01| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah lap pembayaran gaji dan tunjangan 12 bulan 6 bulan
5105 01 1| 02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah lap penyediaan administrasi ASN 1lap -
505 01| 1] 02 05| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah lap.keuangan akhir tahun 1lap -
505 01 1 03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah SN 0 ponpeicn harag i 1Lap ‘
5105 01| 1|03 03| Koordinasidan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD ;‘;:‘r':r',‘ lap penilalan barang perangkat 11ap :




g e =
RENJA PE
Target Kinerja Realisasi Capaian
Capaian Program Program dan
Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja dan Kegiatan Kegiatan
Kode Program (Outcomes) dan Kegiatan (Renja Tahun s.d Triwulan |l
(Output) 2023) (s.d Mei Tahun
2023)
1 2 3 4 5
05 | 01 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) B B
e . Jumlah paket pakaian dinas dan
5|05 01 05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya kelengkapannya 1 paket 50%
5 (05|01 05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan 1 laporan 1 laporan
5 05 01 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Nllai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 1Lap 1Lap
Jumlah paket komponen Instalasi Listrik /
5 |~05 | 01 06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penerangan Bangunan Kantor yang 1 paket 50%
disediakan
50501 06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumiah paket Pera'llat:&dan Perlengkapan 1 paket 50%
5|05 01 06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga 1 paket 50%
. Jumlah paket Barang Cetakan dan
50501 06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penggandaan 1 paket 50%
510501 06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumiah laporan k%o.zgigasi dan konsultasi 1 laporan 50%
5 05| 01 07 ll;::g::aan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Jml lap. Pengadaan Barang 1Lap 1Lap
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Jumlah unit Sapras Gedung Kantor
510610 07|10 Lainnya /Bangunan yang disediakan Tt 1/




RENJA PE

Target Kinerja | Realisasi Capaian
Capaian Program Program dan Ti
Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja dan Kegiatan Kegiatan R"
Kode Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output) (Renja Tahun s.d Triwulan Il .
2023) (s.d Mei Tahun
2023)
1 2 3 4 5
05 01 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan Penyediaan Jasa 1Lap 50%
05 | 01 08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah lap Jasa Surat Menyurat 1lap 50%
05 | 01 | 1| 08 | 02 | Peneydiaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listik A S s co e 11ap 50%
K Jumlah laporan Jasa Peralatan dan
05 | 01 08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor 1lap 50%
05 | 01 08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumiah laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1lap 50%
' ' Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
05 | 01 09 Pesiaciitihon Thaars Jumlah laporan pemeliharaan barang 1Lap 50%
05 | 01 09 | 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Jumlah unit kendaraan dinas jabatan yang 42 unit 50%
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dipelihara kondisinya
05 | 01 09 | 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang 42 unit 50%
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dipelihara pajak dan perizinannya
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang

05 | 01 09 | 06 | pesin Lainnya Dipelihara 1 paket 50%
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RENJA PI
o Realisasi Capaian
Target Klnel‘ja program dan
v Capaian Program Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja dan Kegiatan s.d Triwulan Il
Kode Program (Outcomes) dan Kegiatan (Renja Tahun 2023) (s.d Mei Tahun
(Output) 2023)
1 2 3 4 5
1. Persentase Pemanfaatan Hasil
. Kelitbangan )
05 | 02 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Persentase PD yg difasilitasi dim 100%
penerapan Inovda.
Jumiah Dokumen Penelitian
05 | 02 01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian 2 dok .
Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang di tindaklanjuti dalam
penyusunan kebijakan
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Peneliian dan Pengembangan =
05 | 02 01 |01 Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi 1lap 50%
Jumlah Hasil Litbang Bidang Sosduk
05 | 02 02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang di manfaatkan oleh PD Prov 1 dok -
dan Kab/ Kota
05 | 02 02 | 01 | Penelitian dan Pengembangan Bldang Aspek-Aspek Sosial Jumlah Dokumen Penelitian 1 dok 50%
05 | 02 02 | 09 | Peneliian dan Pengembangan Tenaga Kerja Jumiah Dokumen Penelitian - 50%
05 | 02 02 | 10 | Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Jumlah Dokumen Penelitian - 50%
it Jumlah Hasil Litbang Bidang Ekbang
P B
05 | 02 03 enelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan yang di manfaatkan oleh PD Prov dan 2 dok i
Pembangunan
Kab/ Kota
05 | 02 03 | 04 | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan. Jumiah Dokumen Penelitian 1 dok 50%
05 | 02 03 | 07 | Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup. Jumlah Dokumen Penelitian 1 dok 50%
Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan ” i
05 | 02 03 | 11 Dommudinas Jumlah Dokumen Penelitian 50%




RENJA PE

Realisasi Capaian

Target Kinerja Program dan
Capaian Program Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja dan Kegiatan s.d Triwulan Il
Kode Program (Outcomes) dan Kegiatan | (Renja Tahun 2023) (s.d Mei Tahun
(Output) 2023)
1 2 3 4 5

Jumlah Perangkat Daerah Provinsi,
Kabupaten/kota yang memiliki

05 | 02 | 1| 04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi kegiatan mendukung sistem 3 dok -
Inovasi dan Teknologi Provinsi
Sulawesi Tengah

05 | 02 1! 04 | 01 IF"‘ir:’e:istiian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Nk Doknes Heall Pecultian 1 dok 50%

"""""" | o4 | o | Uii Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensidi | . . ... [ R
| wt et 04 i | _02 Bidang Difusi Inovasi dan Perierapan Teknologi ) I L apor) Hasnl Upeatsa ) lgporan N

05 1021 1! o4 |03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Diseminasi 1 laporan 50%

Daerah yang Bersifat Inovatif

Berdasarkan hasil tabel 2.1 rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja BRIDA, kesimpulan capaian kinerja OPD Tahun Anggaran berjalan berup

1. Sub Kegiatan yang telah memenuhi target/telah selesai dilaksanakan yaitu Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (100%);
2. Adapun Sub Kegiatan lainnya masih pada tahap 50 % penyelesaiannya; dan
3. Untuk Sub Kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2023 ini yaitu tidak ada (nihil).




BAB I
RENJA Perubahan Tahun 2023

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah
Analisis Kinerja Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator
kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis,disajikan pada tabel
sebagai berikut :

Tabel.2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Tahun Berjalan s.d Triwulan Il

1. | Persentase perangkat daerah yang Pencapaian target kinerja
difasilitasi dalam penerapan inovasi tersebut masih dalam
daerah. 25% 25% proses dan OPD meyakini

dapat memenuhi target
tersebut.

2. | Meningkatnya nilai aspek daya saing | 2 74 Pencapaian target kinerja
daerah pada : ? tersebut masih dalam

3,25 3,25 proses dan OPD meyakini
faktor penguat/enabling environment dapat memenuhi target
sumber daya manusia / human capital 2,96 2,96 tersebut.
faktor pasar/market 2,76 2,76
b R R . S L D S—

Pencapaian target kinerja
= . tersebut masih dalam

3, | Persentase Kajian DOB yang di 10% 10% proses dan OPD meyakini
fasilitasi

dapat memenuhi target
tersebut.

Dalam rangka pencapaian target kinerja nomor 1, BRIDA Provinsi
Sulawesi Tengah saat ini telah mempersiapkan kegiatan bimbingan teknis
kepada OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait beserta operator masing-
masing guna mempersiapkan proses penginputan giat-giat inovasi di
lingkungan masing-masing.
Selain itu, pihak OPD juga menjajaki kerjasama dengan BPSDM Provinsi
Sulawesi Tengah guna mendata dan sekiranya dapat memfasilitasi inovasi dari
masing-masing peserta Diklat Kepemimpinan/Struktural, sehingga akan banyak
pilihan-pilihan inovasi yang tentunya akan sangat menarik jika di fasilitasi
lebih jauh oleh BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun untuk target kinerja nomor 2, BRIDA Provinsi Sulawesi
Tengah saat ini tengah intens menjalin kerjasama dengan BRIN sebagai
lembaga pusat yang memginisiasi Indeks Daya Saing Daerah. Melalui
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Sementara untuk pencapaian target nomor 3, BRIDA optimis dapat
merealisasikan target tersebut.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi BRIDA
Guna memberikan gambaran secara singkat terhadap Badan Riset dan Inovasi
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, diuraikan dalam Struktur Organisasi, Tugas
Pokok dan Fungsi sesuai Peraturan Gubernur Sutawesi Tengah Nomor 57 Tahun
2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Perangkat Daerah serta susunan organisasi sebagai berikut :
a. Struktur Organisasi
Susunan organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi
terdiri dari :
1) Kepala Badan;
2) Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian yaitu :
2.1. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
2.2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
3) Bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah.
4) Bidang Pemanfaatan Fasilitasi Riset dan Inovasi Daerah.
5) Bidang SDM dan Infrastruktur Daerah.
6) Bidang Riset, Inovasi dan Teknologi Daerah
7) Kelompok Jabatan Fungsional.
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Bagan Struktur Organisasi
Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

KEPALA
DINAS

SEKRETARIS

BIDANG
KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN

RISET DAERAH

JABATAN
FUNGSIONAL

BIDANG
PEMANFAATAN
FASILITASI RISET
DAN INOVASI
DAERAH

BIDANG
SDM DAN
INFRASTRUKTUR
DAERAH

BIDANG RISET,
INOVASI DAN DAN
TEKNOLOGI DAERAH

UPT BADAN




BAB Il
RENJA Perubahan Tahun 2023

b. Tugas Pokok
Metaksanakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan inovasi Daerah yang

menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan
kepada Daerah Provinsi.

c. Fungsi

1. perumusan kebijakan di bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah,
Pemanfaatan, Fasilitasi Riset dan Inovasi Daerah, Sumber Daya Manusia dan
Infrastruktur Daerah, serta Riset, Inovasi dan Teknologi Daerah;

2. pelaksanaan kebijakan di bidang Kebijakan pembangunan Riset Daerah,
Pemanfaatan, Fasilitasi Riset dan Inovasi Daerah, Sumber Daya Manusia dan
Infrastruktur Daerah, serta Riset, Inovasi dan Teknologi Daerah;

3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kebijakan pembangunan Riset
Daerah Pemanfaatan, Fasilitasi Riset dan Inovasi Daerah, Sumber Daya
Manusia dan Infrastruktur Daerah, serta Riset, Inovasi dan Teknologi Daerah;

4. pelaksanaan administrasi Badan Riset dan Inovasi Daerah;

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur,

d. Permasalahan dan Hambatan
Dalam menjalankan tugas dan fungsi terdapat beragam persoalan dan
kondisi yang dihadapi BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah. Persoalan tersebut dapat
berupa hambatan (kendala), kelemahan dan kekuatan organisasi.

Adapun kondisi dan persoalan tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Terbatasnya bidang kepakaran yang dimiliki oleh peneliti, sehingga tidak
semua kegiatan litbang dapat dilakukan secara mandiri oleh peneliti BRIDA
Provinsi Sulawesi Tengah;

2. Masih belum tersedianya tenaga perekayasa;

3. Belum adanya sistem informasi (linkaged database litbang) kegiatan
kelitbangan yang telah dilakukan oleh PD Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Badan Litbang Kementerian yang ada di Sulawesi Tengah, untuk
menghindari tumpang tindih pelaksanaan kajian;

4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian yang dilakukan BRIDA
Provinsi Sulawesi Tengah sehingga pengambilan kebijakan pembangunan

daerah bekum berbasis riset.
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5. Mekanisme intermediasi iptek yang menjembatani interaksi antara lembaga
riset dengan kebutuhan pengguna. Hal ini berakibat minimnya keberadaan
industri kecil menengah berbasisiptek;

6. Lemahnya sinergi kebijakan penelitian, sehingga kegiatan penelitian belum
memberikan hasil yang signifikan;

7. Belum berkembangnya budaya Inovasi di kalangan Perangkat Daerah lingkup
Provinsi Sulawesi Tengah.

Strategi dan solusi untuk mengatasi permasalah tersebut adalah :

1. Mengoptimalkan kewenangan/tupoksi sesuai peraturan daerah;

2. Optimalisasi sinergi kemitraan dengan berbagai institusi litbang untuk
memperluas jejaring dan kerjasama penelitian.

3. Kegiatan penelitian dan pengembangan tidak hanya berujung pada kebijakan
tetapi implementatif/terapan, agar hasil penelitian dapat langsung
dikembangkan dan diimplementasikan oleh Perangkat Daerah.

Selain beberpa isu tersebut, pengembangan Inovasi Perangkat Daerah juga

menjadi perhatian BRIDA saat ini. Kebijakan pengembangan Inovasi Perangkta

Daerah akan memberikan dampak langsung bagi masyarakat sebagai penerima

layanan, sehingga berdampak pada kualitas penyelenggaraan pelayanan public

yang berbasis inovasi.
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dan pendanaan tahun 2023 berisi rincian program, kegiatan
dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung
terwujudnya capaian Rencana Strategis BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah guna
mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun
untuk pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah
daerah. Berdasarkan uraian di atas, perubahan rencana kerja BRIDA Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:
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Tabel 3.1

Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023

Kode Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian
Sesudah ebe Sesudah Sebelum Sebelum
1 2 3 4 5

UNSUR PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN

05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Program Penunjang Urusan

Program Penunjang Urusan Indeks RB Birokrasi Indeks RB Birokrasi

05 | 01 Dusseriatihan Dasesh Prouhsel Pomo:'v:tahan Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerat 64 Indeks | 64 Indeks | 11.960.732.380
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi | Perencanaan, Penganggaran dan I Nilai Sakip Perangkat . A

85 101 % 0 Kinedja Perangkat Dsersh Evaussi Kineria Perangkat Daera Nilai Sakip Perangkat Daerah Dacoh 80-90 80-90 1.142.047.850
Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen

LI | Porngat Doean - Perencanaan Poranghat Daerah | UM M PRSNG| “peroncanaan | K| deex | T900%0 )
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Penyusunan

05 | 01 1 01 02 RKA-SKPD Dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen RKA Jumlah dokumen RKA 2 dok 2 dok 948.047.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Jumlah lap.capaian

05 | 01 | 1| 01 | 06 | Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Capaian Kinerja dan et oo capalen kherla dan | ineria dan ikhtisar 21ap 21ap 45.201.850
Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD " realisasi kinerja

05 | 01 | 1| 01 | 01 | EvaluasiKinera Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan evaluasi kinera | JU™a" 'i'?&;“a woloel | (i 11ap 27.899.000

05 | o1 | 1] 02 Adminisrasi Keuangan Perangkat Daereh | pATIielasi Keuangan Perangkal | perseryase Realisasi Anggaran %mw 100% 100% 8.730.339.114

: " : Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah lap pembayaran gaji Jumlah lap pembayaran

05 | 01 1 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ASN dan tunjangan gaji dan tunjangan 1 tahun 1 tahun 7.341.579.114
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Penyediaan Administrasi Jumlah lap penyediaan Jumlah lap penyediaan

05 101 | 1102 02 sasn Polaksanaan Tugas ASN administrasi ASN administrasi ASN 1l T 1.261.280.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Lap Jumlah lap.keuangan akhir Jumlah lap.keuangan

05 (01 1 11021 05 | o angen Akhir Tahun SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD tahun akhir tahun e The terANne

o5 | o1 1! 03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Administrasi Barang Milik Daerah Jumlah lap.pengelolaan barang | Jumlah lap.pengelolaan 1lap 1lap 129.388.000
Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah milik daerah barang milik daerah P
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Koordinasi dan Penilaian Barang Jumlah lap penilaian barang Jumlah lap penilaian

05 101 | 1103 03 pooranskeD Miik Daerah SKPD perangkat daerah barang perangkatdaerah | ' % the 10000
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Kode Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian
Sesudah Sesudah Sebelum Sebelum
1 2 3 4 5 6 7 8
Administrasi Kepegawaian Perangkat Administrasi Kepegawaian Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan
05 | 01 { 1 | 05 Daerah. Perangkat Daerah. (IKM) Masyarakat (IKM) % % 208.770.531
A = . gl - Jumlah paket pakaian
SRR ERE R RN ittt (1 i ool Wi s i dinas dan 1 paket 1 paket 202270531
e N R kelengkapannya
Fil L Sosialisasi Peraturan Perundang- Jumlah sosialisasi yang Jumlah sosialisasi yang ; .
05 | 01 1 1 05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Undangan Tkwiriian dskannalon 1 kegiatan 1 kegiatan 6.500.000
1. Jumlah dok
Administrasi U P Kat 1. Jumlah dok ketatausahaan ketatausahaan dan
05 | 01 | 1 | 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dam: g dan kepegawaian. kepegawaian. 1lap 11ap 427.777 696
2. Jml lap. Penyediaan Bajas 2. Jml lap. Penyediaan
Bajas
3 . Jumlah paket komponen Jumlah paket komponen
; : Penyediaan Komponen Instalasi R PR
Penyediaan Komponen Instalasi i Instalasi Listrik / Penerangan Instalasi Listrik /
@i LRl B Listrik/Penerangan Bangunan Kantor E::"tz Penerangan Banguman Bangunan Kantor yang Penerangan Bangunan tn 1 paket 12106253
disediakan Kantor yang disediakan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Penyediaan Peralatan dan Jumlah paket Peralatan dan Jumlah paket Peralatan
%10 Ll Sl Kantor Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Kantor L ket T7-8881765
. Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah paket Peralatan Rumah | Jumlah paket Peralatan
05 | 01 1 06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tangga Tangga Rumah Tangga 1 paket 1 paket 32.218.724
; : Jumlah paket Barang
Penyediaan Barang Cetakan dan Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah paket Barang Cetakan
05 | 01 1 06 | 05 Cetakan dan 1 paket 1 paket 23.800.000
Penggandaan Penggandaan dan Penggandaan Penggandaan
05 | 01 1 06 | 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi | Jumlah laporan koordinasi dan o r;:::iag;:pkno:zu'mg 11 - 11 " 281.763.954
Konsultasi SKPD dan Konsultasi SKPD konsultasi SKPD SKPD g g =
v ; Pengadaan Barang Milk Daerah Jumlah laporan
Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang 3 ; Jumlah laporan ketatausahaan
05 1 01 b1 0 : Penunjang Urusan Pemerintah : ketatausahaan dan 1lap 1lap 194.064.793
Urusan Pemerintah Daerah Basrid dan kepegawaian 553 -
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah unit Sapras Gedung Ju(r;nelz?l: ; i't(aS:t%?s
05 | 01 1 | 07 10 Kantor atau Bangunan Lainnya fgdung Kantor atau Bangunan Kantor/_Bangunan yang /Bangunan yang 1 paket 1 paket 194.064.793
ainnya disediakan disediakan
05 01 | 1 | 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah lap ketatausahaan dan Jumiah lap 1lap 1lap 338.030.000
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Kode Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian
Sesudah Sesudah Sebelum Sebelum
1 2 3 4 5 6 7 8
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah. kepegawaian ketatausahaan dan
kepegawaian
: g Jumlah lap Jasa Surat Jumlah lap Jasa Surat
05 | 01 11 08 {01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Menyurat Menyurat 1lap 1 lap 10.700.000
L s z T . Jumiah lap Jasa
Peneydiaan Jasa Komunikasi, Sumbrdaya Peneydiaan Jasa Komunikasi, Jumlah lap Jasa Komunikasi, &
Ll R LR L Air dan Listrik Sumbrdaya Air dan Listrik Sumbrdaya Air dan Listrik Komuqukas, Symprdaya typ Vep 204.220.000
Air dan Listrik
’ ’ Jumlah laporan Jasa
05 { 01 1108 {03 :::zﬁdf:n ia;:ﬂl:;ralatan - g:m'::n ﬂaKS:n?::a S Ju'gla:] Flfped(;r:nk:as?] T(Zr::;tan Peralatan dan 1lap 1lap 26.160.000
o o grapa Perlengkapan Kantor
. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah laporan Jasa Jumlah laporan Jasa
05 | 01 1 | 08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kantor Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor 1lap 1lap 96.950.000
e : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah i Jumlah laporan ketatausahaan
05 101 + 1.1 09 : Penunjang Urusan Pemerintahan ketatausahaan dan 1lap 1lap 790.315.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Baocsh dan kepegawaian kepegawaian
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, ; ;
05 01 1 09 | 01 Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Ju(r;lg:t::lt ::"%ﬁ: :r': . Ju(;?r:aa: ;rg;lt:c:g:‘rzan 42 unit 42 unit 17.255.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Kendaraan Perorangan Dinas atau I K gn digin A dicelhara kondisiva -
Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan y . y
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, ; 2 Jumlah unit kendaraan
» : 37l ; ; i Jumlah unit kendaraan dinas 2 i
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan A i dinas operasional yang " .
% o L 09 | 02 Kendaraan Dinas Operasional atau Perizinan Kendaraan Dinas ope::(o:: l: yax;gi?‘f::h:ra dipelihara pajak dan 42t 42umt 418.100.000
Lapangan Operasional atau Lapangan Pa) b y perizinannya
' R Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah peralatan mesinyang | Jumlah peralatan mesin
05 | 01 1 1 09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Lainnya dipelihara yang dipeiihara 1 paket 1 paket 354.960.000
Persentase Pemanfaatan Hasil Pem?zm:;a?m
Program Penelitian dan Pengembangan Program Penelitian dan Kelitbangan ; !
05 | 02 Daaetli Pengembangan Daerah Persentase PD yg difasiltasi o a:i:tr::inct!?r:e p‘;? e)r’gpm 100 % 100 % 1.999.999.474
dim penerapan Inovda Inowk
m Jumlah Dokumen
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan PJumlth::r:: s:nn:&?:n Penelitian Pemerintahan
05:-F 02 1 %104 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Bidang Penyelenggaraan Peraturan yang di tindaklanjuti dan Pengkajian 1 Dokumen | 2 Dokumen 699.999.750
Pengkajian Pemerintahan dan Pengkajian ot penyyusun o Keblaka Peraturan yang di
tindaklanjuti dalam
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Kode Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian
Sesudah Sesudah Sebelum Sebelum
1 2 3 4 5 6 7 8
penyusunan kebijakan
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi E::Iltt:::P::I:II:::: Zaar:‘dan Jumlah laporan Fasilitasi Jum;aehlalzggz nF::';I‘itaSi
05 02 {101 01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Pengenbangan Bidsna Olonaini Pelaksanaan dan Evaluasi Evaluasi Litbang Bidan 1lap 2lap 699.750.000
Otonomi Daerah S 9 Litbang Bidang Otda 9 9
Daerah Otda
i : Jumlah Hasil Litbang
05 | 02 1| 0 Ronalilan den Peagent g Bierg Ponsine don Pangeribmngu mkﬂa?‘.; dinouiosiey | Bideng Sosdukyangai | 4 1 dok 249.999.850
Sosial dan Kependudukan Bidang Sosial dan Kependudukan ya ot manfaatkan oleh PD Nl
oleh PD Provinsi Provinsi
Penelitian dan Pengembangan Bldang Penelitian dan Pengembangan i Jumlah Dokumen
05 | 01 1102 | 01 Aspek-Aspek Sosial Bldang Aspek-Aspek Sosial Jumlah Dokumen Penelitian Penelitian 1 dok 1 dok 243.759.850
Penelitian dan Pengembangan Tenaga Penelitian dan Pengembangan g Jumlah Dokumen B
05 { 01 | 1| 02 | 09 Keria Tenaga Keria Jumlah Dokumen Penelitian Penelitian 1 dok 3.120.000
Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Penelitian dan Pengembangan N Jumlah Dokumen a
05 | 01 11 02 10 Masyarakat Partisipasi Masyarakat Jumlah Dokumen Penelitian Penelitian 1 dok 3.120.000
; Jumlah Hasil Litbang
o5 | o1 | 11 03 Peneliian dan Pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan ‘é"ﬁg';:s" Udiwr:;gmﬁ Bidang Ekbang yang di 3 dok 3 dok 499.999.774
Ekonomi dan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Pembangunan e i manfaatkan oleh PD iz
oleh PD Provinsi Provivii
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Penelitian dan Pengembangan " Jumlah Dokumen
%19 L B Perkebunan dan Pangan. Pertanian, Perkebunan dan Pangan. Jurnish DokumenPenelion Penelitian oK L el
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan | Penelitian dan Pengembangan G Jumlah Dokumen
05 { 01 | 1] 03 | 07 Hidup. Lingkungan Hidup. Jumlah Dokumen Penelitian Penelitian 1 dok 1 dok 149.999.883
s Penelitian dan Pengembangan
Penelitian dan Pengembangan Perumahan " Jumlah Dokumen
05 | 01 11 03 1" dons Kawasan Pentakimen Perumghan dan Kawasan Jumlah Dokumen Penelitian Penelitian 1 dok 1 dok 99.999.950
Permukiman
Jumiah PD Prov, Kablkota Ka;;';‘::’;;‘; i
05 |02 |1/ o4 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Pengenibengan inovasi dan YR GO, K kegiatan mendukung 3 dok 3dok 550,000.100
Teknologi mendukung sistem Inovasi dan A 5
Teknologi Prov Sulteng sistem Inovasi dan
Teknologi Prov Sulteng
Penelitian, Pengembangan, dan Penelitian, Pengembangan, dan Sl Dokumen
05 { 02 | 1 | 04 | 01 | Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Perekayasaan di Bidang Teknologi Jumlah Dokumen Penelitian Penelitian 1 dok 1 dok 300.000.100
Inovasi dan Inovasi
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Kode Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian
Sesudah Sesudah Sebelum Sebelum
1 2 3 4 5 6 7 8
™ ji Coba dan Penerapan Rancang
Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun | Uil €0 gl
05 | 02 | 1 | 04 | 02 | ModelRepikasi dan Invensi di Bidang Lo m:’n:ﬁ'fhk:ﬁn‘g“aﬁ gan | Jumiah Dokumen jicoba J“’“'f}l?igg':’“‘e" 1 dok 1 dok 115.864.800
Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Penerapan Teknologi
e s g Diseminasi Jenis, prosedur dan
Diseminasi Jenis, prosedur dan metode ¢
! g tode penyelenggaraan ettt Jumlah Laporan
05 | 02 | 1 | 04 | 03 | penyelenggaraan pemerintahan daerah Mmes0cs ; Jumlah Laporan Diseminasi R 1 dok 1 dok 134.135.200
yang bersifat inovatit i;:;gc:gfntahan daerah yang bersifat Diseminasi
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Berdasarkan tabel 3.1 di atas, terdapat beberapa perubahan pada pagu dan

indikator yaitu :

1. Pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah, Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
direncanakan penambahan anggaran sebesar Rp. 500.000.000.

Pada tahun 2023, BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah akan melaksanakan
kerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional dalam bidang Sinergitas
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan Invensi Dan Inovai
Pemanfaatan limu Pengetahuan Dan Teknologi Di Provinsi Sulawesi Tengah,
dimana pada lampiran Rencana Kerja Kegiatan tercantum Penyusunan Dokumen
Rencana Induk Kelitbangan dan Penyusunan Dokumen Roadmap Riset dan
Inovasi di Sulawesi Tengah.

Mencermati akan hal tersebut, BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah merencanakan
penyusunan kedua dokumen tersebut sekaligus menambahkan 2 dokumen pada
target capaian, sehingga menjadi 3 dokumen.

2. Pada Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pengkajian, Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan
Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Otonomi Daerah, direncanakan
penambahan anggaran sebesar Rp. 600.000.000.
Adapun peruntukkan dana tersebut untuk membiayai Fasilitasi Kajian Persiapan
Daerah Otonomi Baru di Kabupaten Donggala dan Tolitoli, sehingga jika hal
tersebut terlaksana akan dapat mencapai target kinerja 2 dokumen untuk
TA. 2023.

3. Pada Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan
Pembangunan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian,
Perkebunan dan Pangan, direncanakan penambahan anggaran sejumlah
Rp. 400.000.000,- untuk membiayai Tindak Lanjut Pengembangan Kajian Pakan
Ternak Berbasis Limbah Pertanian dan Tindak Lanjut Pengembangan Kajian
Budidaya Tanaman Perkebunan Kelapa Genjah.

Pada awal RKPD 2023, kedua kajian tersebut dilaksanakan di Kabupaten Sigi.
Pemkab Sigi sangat mengapresiasi pelaksanaan kajian tersebut, sehingga
mendorong kabupaten lainnya mengajukan ke BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah

untuk melaksanakan kajian tersebut di wilayah mereka,
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direncanakan penambahan anggaran sejumlah Rp. 500.000.000,- yang akan
dipergunakan untuk membiayai Tindak Lanjut Kajian SmartVillage di desa
Pakuli Kabupaten Sigi dan Riset Konservasi Tumbuhan dan Kehutanan.
Kajian SmartVillage yang dilaksanakan oleh BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah
pada tahun awal RKPD 2023 merupakan tindak lanjut kajian yang sama pada
TA. 2022 yaitu Inovasi Teknologi Kawin Silang Budidaya Sapi Donggala, sehingga
sangat penting untuk dilanjutkan dalam rangka persiapan Sulawesi Tengah
sebagai pemasok daging untuk kebutuhan lbukota Negara Baru di Kalimantan
Timur.
Adapun Riset Konservasi Tumbuhan dan Kehutanan merupakan tindak lanjut dari
nota kerjasama BRIDA dan BRIN yang tercantum dalam Rencana Kerja Kegiatan
Kerjasama tersebut.
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BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
2023 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah,
program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat
Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023
dan Rencana Strategis (Renstra) BRIDA.

4.1 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
2023, merupakan perencanaan tahunan yang bersifat operasional dan strategis
yakni menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan, sebagai implementasi pelaksanaan
strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra)
Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi
dan Misi Daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan
sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah

secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :

a. Melaksanakan Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan
kewenangannya.

b. Menjaga konsistensi anatar RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan
evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun
2023.
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4.2 RENCANA TINDAK LANJUT
Dengan ditetapkannya Renja Perubahan Tahun 2023, selanjutnya akan
dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Perubahan (RKA-P) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran
Perubahan (KUA-P) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
(PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).




